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ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik,seksual,psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dalam skripsi ini dibahas beberapa permasalahan yaitu (1) Apa pertimbangan
hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah
tangga di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan (2) Apakah akibat hukum
apabila terdakwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak sependapat dengan
pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. Metode penelitian
yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari
sudut tujuan penelitian hukum empiris, yang terdiri dari penelitian identifikasi hukum
dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku
kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, yaitu
berdasarkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum,
dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap melalui alat bukti di muka
persidangan, serta hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga
sampai pada keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Akibat hukum apabila terdakwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak
sependapat dengan pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang,
maka terdakwa atau melalui kuasa hukumnya dapat mengajukan upaya hukum
banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, ke
Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, sehingga keberatan terdakwa dapat dimuat
dalam memori banding perkara yang bersangkutan.

Keyword : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pertimbangan Hakim, Sanksi Pidana
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BAB I

PENDAHULUAN -

A. Latar Belakang

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan
damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik
Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh
Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dengan
demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan
kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan
dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan
bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Jadi Tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang
bahagia lahir dan batin. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus selalu
dihormati oleh suami dan isteri, Oleh karena itu harus terjaga keharmonisannya dan

diupayakan tetap kekal, antara suami isteri harus selalu saling menjaga, agar rumah

tangga tetap harmonis.'

l . . .
g 5 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sinar Grafika, Jakarta, 2010




Guna mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada
setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan
pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.?

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan
pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhimya dapat terjadi kekerasan
dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terbadap
orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Upaya mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam
rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan,
perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa
segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah
pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta
bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal
28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak
atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang

2 Ibid., him.65.




berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan
dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Dampak krisis ekonomi mengakibatkan terjadinya krisis-krisis dibidang
sosial, politik, budaya, moral dan hukum. Dalam krisis hukum berdampak pada
meningkatnya angka kejahatan atau kriminal baik yang terjadi dalam masyarakat luas
maupun dalam lingkungan rumah tangga.

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga bukanlah persoalan yang baru
dan bukan saja terjadi di negara Indonesia, melainkan persoalan kekerasan dalam
rumah tangga ini juga terjadi di negara-negara lainnya. Korban kekerasan dalam
rumah tangga lebih sering dialami oleh perempuan sehingga terhadap perempuan
dirasakan perlu mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar
dari kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Fenomena global yang terjadi di dunia Internasional yang berkaitan dengan
upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dengan
rangkaian peristiwa Internasional sebagai berikut:

1952 Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (Teheran): menegaskan bahwa hak-hak
politik, perempuan merupakan Hak Asasi Manusia.

1974 Kebijakan Kependudukan (Bukares): menetapkan peran sentral perempuan
dalam kebijakan kependudukan.

1975 Rencana aksi dunia bagi pemajuan perempuan dengan tema “Kesetaraan,
Peml?angunan, dan Perdamaian” (Konferensi Dunia I tentang perempuan,
Mexico). Tahun ini ditetapkan sebagai “Tahun Perempuan Internasional”.




1979

1980

1985

1993

Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan
(Coventation on the Elimination of all forms of Discrimination againts
Woment) atau CEDAW.

Program aksi dunia bagian kedua (1981 — 1985) dasawarsa perempuan PBB
(1976 — 1985) dengan seruan untuk memberi penekanan khusus pada sub tema
ketenagakerjaan, kesehatan, dan pendidikan bagi perempuan (konferensi
perempuan sedunia II, Kopenhagen).

Strategi berpandangan ke depan bagi pemajuan perempuan menuju tahun 2000
(konferensi perempuan sedunia 1II, Naraobi): terdiri dari 372 pasal yang
memberi perhatian peran serta perempuan dalam masyarakat dan mendesak
pemerintah yang belum meratifikasi CEDAW untuk segera meratifikasinya.

Deklasari Wina (konferensi dunia tentang HAM, Wina): menyetujui program
aksi untuk mendesak pemerintah dan PBB agar menjamin persamaan hak
perempuan, serta menekan pentingnya upaya penghapusan kekesaran terhadap
perempuan.

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional juga

mengadopsi  konvensi-konvensi Internasional yang berkaitan dengan upaya

perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mengadaptasikannya ke dalam

berbagai produk hukum sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 (Ratifikasi Konvensi PBB tentang
CEDAW)
Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

dalam Rumah Tangga.

Terhadap Perempuan Perempuan di
him. 15

3 e . o
Wijaksana MB & Amiruddin Jaorana, Mendorong Inisatif Lokal Menghapus Kekerasan
Era Otonomi Daerah Komnas Perempuan, Jakarta, 2005,




- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tahun

2004 tentang Pemerintah Daerah (pengganti UU No. 22 Tahun 1999)

- Undang-undang Nomor 36 Tahun 1990 (Retifikasi konvensi PBB tentang

Hak Anak).*

Konsep keluarga di Indonesia ‘didasarkan pada permasalahan nilai-nilai sosial
kultural yang bersendikan pada ajaran religi yang dianut oleh Bangsa Indonesia. Pada
awalnya setiap pertikaian dalam suatu rumah tangga dianggap menjadi hal yang tabu
untuk didengar dan diperbincangkan, meskipun di dalamnya sering terjadi tindakan
kekerasan yang terutama dilakukan oeh kaum pria atau suami.

Selama ini, kasus kekerasan dalam rumah tangga, penyelesaiannya dilakukan
melalui pranata hukum pidana yang termuat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), seperti misalnya diterapkan ketentuan pasal-pasal yang
melarang melakukan tindakan pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 351
KUHP yang menyatakan:

“Ayat (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua

tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah; Ayat (2) Jika

perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan penjara
paling lama lima tahun ; Ayat (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana

penjara paling lama tujuh tahun; Ayat (4) Dengan penganiayaan disamakan

4 Ibid, him. 35.




merusak kesehatan; dan Ayat (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini

tidak dipidana”.

Pemerintah Indonesia melalui proses penghayatan secara mendalam sebagai
upaya meniadakan kekerasan dalam rumah tangga, berinisiatif membentuk suatu
Undang-Undang khusus yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah
tangga yaitu melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang diberlakukan secara
sah tanggal 22 September 2004.

Secara umum di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
melarang setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti:

a. Kekerasan Fisik;

b. Kekerasan Psikis;

¢. Kekerasan Seksual, atau

d. Penelantaran Rumah Tangga.

Adapun ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur dalam Pasal 2 ayat (1),
yaitu:

a. Suami, istri dan anak;
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusunan,

pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau




c. Orang yang berkerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah

tangga tersebut.

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Téngga diharapkan mampu mengakomodasi segenap upaya
perkembangan hukum bagi para anggota keluarga terutama yang dalam posisi lemah
seperti misalnya: istri, anak, dan pembantu rumah tangga dari upaya terjadinya
kekerasan fisik dan psikis.

Pada tatanan aplikasi Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga oleh aparat penegak hukum sering dijumpai suatu tindak pidana yang spesifik
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada hakekatnya juga ada yang sudah pernah diatur
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Adanya perangkat peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana
kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maupun yang diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diharapkan dapat meminimalisir
bahkan sampai meniadakan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pada
akhirnya terbentuk rumah tangga yang harmonis, saling menjaga dan menghormati
sesama anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya, perkara pidana yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Klas I

A Palembang, tahun 2011 berjumlah 1851 perkara dan pada tahun 2012 sampai



dengan bulan Oktober 2012 telah memutus perkara sejumlah 1699 perkara pidana,
dari sejumlah perkara pidana tersebut pada tahun 2011 ada 14 (empat belas) kasus
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan pada tahun 2012 sampai dengan bulan
Oktober ada 15 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.’

Penyelenggaraan peradilan pidana meru;;akan mekanisme bekerjanya aparat
hukum pidana, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan,
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dengan kata lain bekerjanya
Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang berarti pula
berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana

Penyelenggara peradilan pidana di berbagai Negara mempunyai tujuan
tertentﬁ. Dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (prevention of crime).
Untuk mencapai tujuan yang demikian ini masing-masing petugas hukum di atas,
meskipun tugasnya berbeda-beda, tetapi harus bekerja dalam satu kesatuan sistem,
artinya kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus saling berhubungan secara
fungsional. Karena seperti diketahui penyelenggaraan peradilan pidana itu merupakan
suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang
saling berhubungan secara fungsional.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai
penyimpangan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan

terganggunya ketertiban dan ketenteraman hidup manusia. Penyimpangan yang

’ Wawancara Dengan Bapak Hasan Buny

amin, Kepala Pantera Pidana P i :
Klas 1 A Palembang, Tanggal 27 Oktober 2012. B engadilan Negeri




demikian, biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan
sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalém kehidupan manusia merupakan gejala
sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyal:akat dan bahkan Negara.
Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi
tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Bertitik tolak dari penjelasan tersebut di atas, maka dikaji lebih jauh dan
mendalam terhadap permasalahan yang ada sehingga dapat terjawab dengan jelas dan
terinci dalam suatu penelitian dengan judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A
PALEMBANG.

B. Permasalahan

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apa pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku
kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?

2. Apakah akibat hukum apabila terdakwa pelaku kekerasan dalam rumah
tangga tidak sependapat dengan pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri

Klas I A Palembang ?

C. Tujuan

Agar pembahasan yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari

pokok permasalahan maka ruang lingkup pembahasan ini hanya dibatasi pada
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Analisis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk menjelaskan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam
rumah tangga di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.
2. Untuk menjelaskan akibat hukum apabila terdakwa pelaku kekerasan dalam
rumah tangga tidak sependapat dengan pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri
Klas I A Palembang
D. Manfaat
1. Manfaat teoritis
Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi
mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga
oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Palembang.

2. Manfaat praktis
Diharapkan penelitian ini juga dapat membantu aparat penegak hukum .da]am
melakukan penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang

banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat.
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E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penulisan skripsi ini, yaitu berkisar membahas Kekerasan
Dalam Rumah Tangga berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam
Rumah Tangga, terutama Pasal 351 KUHP dan Pasal 5 Undang-undang No. 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian
hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian
hukum empiris, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan
penelitian terhadap efektivitas hukum.®
2. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam
skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach)
maksudnya penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari
bidang-bidang tata hukum (tertulis) tertentu, dengan cara mengadakan
identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah

dirumuskan (umpamanya) di dalam perundang-undangan tertentu. Sedangkan

¢ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Pres, Jakarta, 2001, him.51.
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penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-
undangan tertentu ataupun hukum tercatat.”
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan
perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan
buku-buku lainnya

Ciri umum data sekunder adalah :®

a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat
dipergunakan dengan segera;

b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan isi oleh peneliti-
peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai

pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun
konstruksi data;

c. Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

7 .
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Huku j j i
Jak o0 LS lj ian Hukum Normatif, Rajawali Pers

* Soerjono Soekanto, Op.Cit., him.12.
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Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh
dari pustaka, antara lain :
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari
peraturan perundang-undangan, antara lain :
1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana;
2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
kekerasan Dalam Rumah Tangga.
b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya
dari kalangan hukum, dan seterusnya.
c. Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia,
indeks kumulatif, dan seterusnya.
Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, yang dilakukan
dengan cara wawancara dengan obyek penelitian yang relevan dengan

penelitian ini, yaitu di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

Fit Mt R
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu
melalui studi kepustakaan (/ibrary research) yaitu penelitian untuk
mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri
sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta
mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya
yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta
dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

5. Analisa Bahan hukum dan Penarikan Kesimpulan
Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan,
baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara
bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang
tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman
hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan
berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni
penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang
dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan

pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab

permasalahan dalam penelitian.
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